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PENUTUP 

IV.I. Kesimpulan 
IV.I.I. Kekerasan Negara Sebagai Pelanggaran Berat HAM 
Meskipun kepolisian Abepura mempunyai kewenangan untuk menjaga 
stabilitas keamanan wilayah, namun bukan berarti pihak: kepolisian dapat 
mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya secara semena-mena. 
Penggunaan kekerasan secara berlebihan hingga mengakibatkan terbunuhnya 
anggota masyarakat sipil telah dapat diartikan bahwa Negara melalui aparat 
penegak hukumnya / kepolisian Abepura.. telah melakukan kekerasan sehingga 
disebut sebagai kekerasan Negara. Bentuk kekerasan Negara yang terjadi di 
Abepura, Papua yang berupa pembunuhan kilat, penganiayaan dan penangkapan 
semena-mena, pada tahap tertentu telah dapat dikategoriKan sebagai pelanggaran 
berat HAM menurut Undang-undang nomor 26 tabun 2000 tentang Pengadilan 
HAM. Negara telah melakukan pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap 
kemanusiaan (Crimes Against Humanity)'baik by action maupun by umission. 
IV.I.2. Tanggung Jawab Negara 
Undang-undang Nomor.26 tabun 2000 mengatur 2 mekanisn;te bentuk 
pertanggungjawaban Negara. yaitu melalui Pengadilan HAM dan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam kasus Abepura.. mekanisme Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak dimungkinkan karena KKR hanya untuk 
kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum Undang­
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undang nomor 26 tahun 2000 disahkan. Sedangkan peristiwa Abepura terjadi 
setelah UU Pengadilan HAM disahkan. Oleh karena itu mekanisme yang yang 
tepat untuk kasus Abepura menurut Undang-undang Pengadilan HAM adalah 
melalui Pengadilan HA.M:. Kasus Abepura saat ini sedang dalam proses 
persidangan di Pengadilan HAM Makasar. Dalam persidangan tersebut 
menggunakan hukum acara pidana layaknya persidangan biasa. Dalam beberapa 
hal, penggunaan KUHAP dalam persidangan kasus kejahatan terhadap 
kemanusiaan dirasakan tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kasus 
kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa, untuk itu 
seharusnya juga menggunakan hukum acara yang khusus pula. 
IV.2. Saran 
Dalam banyak kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, adanya 
hukum yang kurang tegas menjadikan proses penegakan HAM menjadi terhambat 
sehingga kurang mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban. Untuk itu, terdapat 
beberapa rekomendasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia 
demi memajukan, melindungi dan menegakan Hak Asasi Manusia Diantaranya 
adalah : 
a. 	 Melihat kelemahan regulasi yang tersedia, hendaknya majelis hakim 
melakukan terobosan-terobosan' hukum dalam' mengemban tugas­
tugasnya, sekaligus untuk menjamin bahwa hak-hak korban akan terpenuhi 
sehingga akses Korban untuk menuntut hak-haknya akan terbuka dan 
tercapai semaksimal mungkin. 
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b. 	 Negara haius memberikan jaminan adanya asas ketidak-berulangan atas 
seluruh peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang herat di Indonesia 
sebagai wujud kewajiban pemerintah untuk menghormati (to respect), 
mempromosikan (to promote). melindungi (to protect) dan memajukan I 
pemenuhan (to fulfil) hak asasi manusia. 
c. 	 Amandemen Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM, terutama terhadap pasal-pasal yang terdistorsi dari sumbemya 
(Statuta Roma) serta pasal-pasal yang tidak berpihak pada korban, 
misalnya mengenai hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM 
yang masih menggunakan KUHAP. Padahal untuk kasus-kasus kejahatan 
luar biasa (Extra Ordinary crimes) seharusnya juga menggunakan hukum 
acara yang khusus pula untuk menjamin terselenggaranya pengadilan yang 
adil (fair trial). 
d. 	 Segera meratifikasi instrumen hukum HAM yang penting bagi penegakan 
dan pemajuan hak asasi manusia. seperti Optional Protokol konvensi Sipil 
Politik. Dengan diratifikasinya Optional Protokol ini. maka akan menjadi 
satu langkah ke depan basi perjuangan penegakan HAM karena adanya 
peluang bagi korban pelanggaran HAM atau jika pemerintah tidak mampu 
memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 Undang­
undang HAM, mm dimungkinkan untuk mengajukan ke' Mahkamah 
Internasional. 
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